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Lampiran 1. Kuisioner Eafm Perikanan Kerapu Skala Kecil
(RESPONDEN : RUMAH TANGGA PERIKANAN)

Interviewer

Tanggal e
IDENTITAS RESPONDEN:

Nama :

Umur

Alamat et

Jenis Alat TANGKAP & .eeeeieeiieeeee e
PROFIL RESPONDEN:

A.1. CPUE Baku

Data statistik perikanan Kabupaten 5 tahun terakhir! (memuat juga data produksi,
armada dan trip per kecamatan)

A.2. Ukuran lkan

1. Dalam 5 tahun terakhir, bagaimana ukuran ikan hasil tangkapan yang diperoleh?
a. Lebih besar
b. Relatif sama saja
c. Lebih kecil
2. Dalam 5 tahun terakhir, bagaimana jumlah ikan hasil tangkapan ikan yang
anda peroleh?
a. meningkat lebih dari 2 kali lipat
b. sama saja
c. berkurang sampai lebih dari setengahnya

3. Apabila jumlah hasil tangkapan meningkat, menurut anda faktor apa yang paling
berperan ?

a. lkannya bertambah banyak
b. Alat penangkapan ikan bertambah baik
c. Iklim mendukung (cuaca yang baik)

A.3. Proporsi lkan Yuwana (Juvenile) yang Ditangkap

1. Apakah Bapak tahu membedakan nak ikan (ikan belum dewasa) yang ikut
tertangkap? Ya / Tidak

2. Jika YA, berapa prosentase anak ikan yang Bapak tangkap dari semua ikan?
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a. Dibawah 30%
b. 30-60%
c. Diatas 60%

A.4. Komposisi Spesies

1.

Jenis-jenis ikan target (kerapu) yang ditangkap beberapa bulan terakhir:
a. Kerapu: Jenis........cccceveerniinennennnnn

b. Kerapu: Jenis.......ccccceevviiiiinnnenn.

c. Kerapu: Jenis ......cccocceveiiniieneennn

d. Kerapu: JeniS.......ccocevveiininenennnnnn

Jenis-jenis ikan non-kerapu yang ikut tertangkap selama 1 tahun ini :

Cr  rerrter e
Bagaimana proporsi ikan yang didapatkan ?

a. lkan target lebih sedikit dari ikan non-target (<50% dari total volume)

b. lkan target sama banyaknya dengan ikan non-target (50% dari total volume)
c. lkan target lebih banyak dari ikan non-target (>50% dari ikan target)

A.5. Spesies ETP

1.

Apakah Anda tahu tentang hewan-hewan laut yang tidak boleh ditangkap?
a. Ya Tahu, (sebutkan apa Saja).........cccceevrruvreeiiiiereennnnnn
b. Tidak Tahu,

Apakah Anda atau nelayan lain pernah menangkap hewan-hewan laut, seperti
dibawah ini dan dalam kurun waktu 1-5 tahun dan berapa jumlahnya?

a. Lumba-lumba S ekor
b. Paus T ekor
c. Duyung S ekor
d. Penyu S ekor
e. Napoleon T ekor
f.  Akar bahar T ekor
g. Nautilus T ekor

Apakah yang anda lakukan Jika anda atau nelayan lain yang menangkap spesies
ETP?

a. Tidak dilepas/dikonsumsi/dijual

b. Dilepas

c. Tidak ada yang tertangkap

A.6. Range Collapse Sumber Daya Ikan

1.

Lokasi penangkapan mana yang paling sering didatangi nelayan: .......................
Y LT g0 =T o = Lo PRSP PPPPTTPPPPPUPUUPPIN
Sebutkan lokasi paling jauh yang pernah dicapai oleh nelayan: ...........................
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2. Dibandingkan 5-10 tahun terakhir, bagaimana keadaan mencari ikan sekarang?
a. Semakin jauh
b. Sama saja
c. Semakin dekat

B.1. Kualitas Perairan
B.2. Status Terumbu Karang

1. Kondisi karang keras hidup sekarang dibandingkan 5-10 tahun terakhir:

Lokasi Luas Jenis
Karang an
Pesisir laut tempat | > Semakin sempit > Semakin sedikit jenisnya
tinggal > Sama saja > Sama saja
> Semakin luas > Semakin banyak jenisnya
> Tidak tahu > Tidak tahu
Lokasi penangkapan| > Semakin sempit > Semakin sedikit jenisnya
> Sama saja > Sama saja
> Semakin luas > Semakin banyak jenisnya
> Tidak tahu > Tidak tahu

B.5. Habitat Khusus/Unik

1. Keberadaan habitat khusus/unik:

Lokasi Habitat Keberadaan [Jika Ada
Pemijahan / Ikan Bertelur | > Ada > Dikelola efektif / Ada aturan
> Tidak Ada > Ada aturan, tapi tidak efektif
> Tidak Tahu berjalan
> Tidak dikelola / Tidak ada aturan
Pengasuhan Anak-Anak | > Ada > Dikelola efektif / Ada aturan
Ikan > Tidak Ada > Ada aturan, tapi tidak efektif
> Tidak Tahu berjalan
> Tidak dikelola / Tidak ada aturan
Ikan Berkumpul Mencari | > Ada > Dikelola efektif / Ada aturan
Makan > Tidak Ada > Ada aturan, tapi tidak efektif
> Tidak Tahu berjalan
> Tidak dikelola / Tidak ada aturan

2.  Gunakan peta dasar untuk lokasi kajian, dan buatlah pemetaan partisipatif terhadap
lokasi-lokasi dimana terdapat keberadaan habitat unik?

C. DOMAIN TEKNIK PENANGKAPAN IKAN

1. Alat tangkap merusak yang beroperasi di lokasi penangkapan ikan setiap tahun
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Jenis alat Pelanggaran
Bom .. kali
Bius/Racun/Sianida | .......... kali
Trawl ] kali
Lainnya.... | kali

2. Jumlah trip penangkapan dalam 1 minggu:

a. Setiap hari
b. 3-5kali
c. <3Kkali

3. Pengggunaan alat tangkap yang tidak selektif : jenis alat tangkap yang
digunakan menangkap kerapu :

No | Jenis Alat tangkap Ukuran

1

2

Jumlah alat tangkap yang tidak selektif
a. Lebih dari 75% alat tangkap
b. 50 - 75% alat tangkap
c. Kurang dari 75% alat tangkap
4. Apakah bapak telah memiliki dokumen Pas-kecil?

D. DOMAIN SOSIAL
D.1. Partisipasi Pemangku Kepentingan

1. Partisipasi pemangku kepentingan yang sesuai dengan pentahapan pengelolaan
perikanan (setiap tahap dan siklus pengelolaan, mulai dari perencanaan,
implementasi, monitoring dan evaluasi)?

a. Kurang dari 50%
b. Antara 50 -100%
c. 100%

D.2. Konflik Perikanan

1. Konflik apa yang pernah/terjadi di daerah Anda terkait dengan pengelolaan
sumberdaya perikanan ?Sebutkan
Frekuensi kejadian:
a. setiap melaut
b. setiap minggu
c. setiap bulan
d. setiap tahun
e. tidak pernah

D.3. Kelompok Masyarakat

1. Sebutkan ada atau tidak adanya koperasi nelayan atau asosiasi/kelompok/forum
nelayan:
a. Ada (Nama Kelompok); b. Tidak Ada; c. Tidak Tahu
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1. Jika ADA, Apakah Anda menjadi Anggota atau Tidak? Apa alasan Anda?
a. Jadi Anggota, kemukakan alasannya
b. Tidak Jadi Anggota, kemukakan alasannya
2. Sudah berapa lama Anda menjadi Anggota?
a. Kurang dari 1 tahun
b. 1-3tahun
c. 3-6tahun
d. Lebih dari 6 tahun

3. Apa aktivitas koperasi atau asosiasi/kelompok/forum nelayan di daerah Bapak?
Apakah ada aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan Sumberdaya lkan?
Tidak Ada / Ada, sebutkan ...............

4. Dalam melakukan pekerjaan menangkap ikan, apakah ada sistem
kerja dengan bos/koordinator/ ponggawa tempat menjual ikan? YA/ TIDAK

5. Jika YA, bagaimana keterikatan sistem kerja bos/koordinator dengan nelayan?

a. Nelayan terikat sepenuhnya
b. Ada tetapi nelayan tidak terikat sepenuhnya
c. Tidak terikat sama sekali
6. Keterikatan/ketergantungan nelayan terhadap bos/ koordinator/ punggawa?

D.4. Pemanfaatan Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan SDI

1. Apakah ada kearifan lokal/aturan adat/peraturan kampung yang
diberlakukan dalam pengelolaan perikanan di wilayah ini ?
a. Ada, sebutkan: .......cccooeeiiiiiiiiiiiennns
b. Tidak ada
2. Jika "ada”, bagaimana bentuk kearifan lokal yang ada ?
3. Apakah sudah menjadi peraturan formal (misalnya Perda, Perdes,
kesepakatan bersama),
4. Dalam 1 tahun terakhir, apakah kearifan lokal yang ada masih tetap berjalan di
daerah-derah tersebut ? a. Ya  b. Tidak

E. DOMAIN EKONOMI

E.1. Kepemilikan Aset

1. Aset apa saja yang Bapak miliki dalam melakukan pekerjaan sebagai nelayan?
a. Perahu (unit: .....), status ( Hak milik penuh - Masih dicicil - Hak pakai)
b. Mesin (unit: ..... ?, PK....?), ( Hak milik penuh - Masih dicicil - Hak pakai)
c. Alat tangkap, status ( Hak milik penuh - Masih dicicil - Hak pakai)
d. Asetlainnya: ........ ; Status ( Hak milik penuh - Masih dicicil - Hak pakai)
2. Jika sudah menjadi hak milik penuh, bagaimana perubahan nilai dan jumlah
aset-aset yang dimiliki?
a. Nilai aset berkurang (lebih dari 50%) ;
b. Nilai aset berkurang (kurang dari 50%)
c. Nilai aset bertambah (50% atau lebih)
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E.2. Pendapatan Rumah Tangga Perikanan

1. Hasil tangkapan :

Kategori Bulan Rata-rata produksi | Jenis Ikan Harga per jenis
Musim lkan | Melaut per trip (kg/trip) dominan dominan
Musim 1. 4. ...
teduh 2. 5 ...
S I,
Musim 1. 4. ...
Sedang 2. . 5 ...
T
Musim 1. ... 4. ...
Gelombang 2. . 5. ...
T AT

2. Besar pengeluaran Biaya Perawatan Kapal/Perahu, Mesin kapal dan Alat
Tangkap per tahun :

e Kapal : Rp.
e Alat Tangkap : Rp.
e Mesin : Rp.

3. Kebutuhan Perbekalan Melaut Tiap Trip:

Jenis Perbekalan JJumlah *) [Harga/satuan*) |Lokasi Pembelian |Pemilik**)

1. Solar *)

Bensin

Minyak Tanah

Es

Rokok

B D

Makanan

Lainnya:

*) Sebutkan satuannya: liter, m3, ton, balok, dst.
**) Sebutkan pemilik/pengelola perbekalan melaut (KUD, Perum, swasta,
perorangan,.......... )

4. Apakah Anda memiliki sumber pendapatan lain selain menjual hasil tangkapan
ikan? Jika ada, sebutkan: ...........ccccocvviiiiiiiii

Berapa pendapatannya: Rp. ......cccccceeveiniiinnnnen. Hari — Minggu — Bulan
5. Kebutuhan untuk keperluan keluarga sehari-hari (dalam bulan):
e Sekolah anak : Rp.
e Listrik/Air : Rp.
e Belanja dapur : Rp.
e Pengobatan : Rp.
e Rekreasi : Rp.
e Belanja Lain : Rp.
e Bayar hutang : Rp.
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e Pengeluaranlain : Rp.
[Pertanyaan untuk cross-check] Kira-kira Berapa rata-rata pendapatan kotor
dan pengeluaran Bapak selama 1 bulan?
a. Pendapatan Kotor, Rp. ......ccoccciviiiiennnn. - Rpe
b. Pengeluaran, Rp. ....ccccccccnniiinnns - Rpe

E.3. Saving Rate

1.

Apabila anda puas dengan kondisi penghasilan keluarga saat ini ?
a. Jika ya, mengapa?
b. Jika tidak, mengapa dan apa upaya anda?

Apakah anda punya tabungan ?
a.ya b. tidak

Kalau “ya” berupa apa ?
a. tabungan di bank

b. tabungan di koperasi

c. tanah

d. hewan (seperti sapi, dll)
e. lainnya,sebutkan

Dalam 2-3 tahun terakhir, bagaimana
kondisi tabungan ?

a. meningkat

b. sama saja

C. turun

Berapa tabungan yang anda sisihkan dari hasil tangkapan :
a. Kurang dari 30% yang ditabung dari total hasil tangkapan
b. 30-70% yang ditabung dari total hasil tangkapan

c. lebih dari 70% yang ditabung dari total hasil tangkapan

(RESPONDEN: KELEMBAGAAN)

Interviewer s
Tanggal et et e e e e e e e i raaana e
IDENTITAS RESPONDEN:

Nama e e ee e e eeeeeeeeta e e e e e e e eaa e e e aae
Umur e e ee e e eeeeeeeeta e e e e e e e eaa e e e aae
Pendidikan L ettt aaaaas
Alamat e
INSTANSI/POSISI & coeveeeeeeeeeiee et e e e e e e e e e e eeeeeeeeaaanes



Lama menjabat :

A.l. Tingkat Kepatuhan
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1. Berapa kali pelanggaran dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh stakeholder ?

a. DKP Provinsi

b. PSDKP........
C. BKIPM.. ..o

d. Dinas Perikanan .......................

2. Apa jenis pelanggaran yang biasa dilakukan ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, isikan dalam kolom berikut dengan memberikan
chek list () sesuai jawaban.

N Pelanggaran 9 Kriteria 2 Penindakan Kategori
o] alblc|d a|b|c
1 | Pelanggaran Vv \% Menahan barang | V
adiministrasi di komoditas yang
bandara dan dikirim
pelabuhan
2 | Bycatch penyu Himbauan dan \Y,
pelepasan penyu
Penangkapan penyu Penindakan \%
(tahun 2017) hukum (masuk
3 penjara) sumber :
koran Suara
Dobo
4 | Adiministrasi kapal \% Surat teguran dari \%
tidak sesuai dengan PSDKP tual
fisik kapal (2020)
5 | Bongkar muat di laut \Y, Surat teguran dari \Y,
DKP Provinsi
Keterangan:

1) Jenis-jenis pelanggaran apa saja yang terjadi ?
2) Kriteria pelanggaran apa saja yang ditemukan

a. Kesesuaian fisik dan administrasi untuk kapal

Perijinan yang

oo

Penggunaan alat tangkap terlarang

tidak lengkap

Pelanggaran terhadap daerah penangkapan

e. Cara/Metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan
3) Bentuk penindakan apa yang dilakukan pada setiap pelanggaran ?
4) Kategori pelanggaran

a. Berat
b. Sedang
c. Ringan




A.2.1. Kelengkapan Aturan Main
1. Kebijakan apa saja yang berlaku dalam pengelolaan perikanan di wilayah ini ?
a. Perijinan usaha penangkapan
b. Operasionalisasi penangkapan (armada dan alat tangkap)
c. Konservasi dan pemulihan

perikanan? coba sebutkan ?
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Bagaimana kelengkapan peraturan nasional yang anda gunakan dalam pengelolaan

No Lingkup peraturan Jenis Peraturan Nasional Kelengkapan
A | B?|C?
1)
1 | Perijinan usaha penangkapan | 1. UU 31 tahun 2004
2. UU 11 tahun 2020
3. UU Cipta kerja
4. PP no 5 tahun 2020
2 | Operasonalisasi 1. Permen KP No 18 tahun
penangkapan (kapal dan alat) | 2021
3 | Upaya konservasi dan 1. adanya rencana
pemulihan pengelolaan dan zonasi di
SAP
2. Kepmen KP no. 53 tahun
2019
Ket:1l)ada; 2)adatapitidaklengkap; 3) tidak ada

3. Jika "B (ada tapi tidak lengkap)”’, maka bagaimana jumlah peraturan nasional tersebut ?
a. Ada tapi jumlahnya berkurang
b. Ada tapi jumlahnya tetap
c. Ada dan jumlahnya bertambah

4. Bagaimana kelengkapan peraturan daerah (yang sesuai dengan peraturan nasional)

yang anda gunakan dalam pengelolaan perikanan selama ini ? coba sebutkan ?

No | Lingkup Peraturan Jenis Peraturan Daerah Kelengkapan
AY | B? | C?
1 | Perijinan usaha
penangkapan
2 | operasonalisasi
penangkapan (kapal
dan alat)
3 | upaya konservasi
dan pemulihan
Ket:1)ada; 2)adatapitidaklengkap; 3)tidak ada

4. Jika "B (ada tapi tidak lengkap)”, bagaimana jumlah peraturan daerah tersebut ?
a. Ada tapi jumlahnya berkurang
b. Ada tapi jumlahnya tetap

C.

Ada dan jumlahnya bertambah

5. Jika dibandingkan dengan peraturan yang lama, apakah ada peraturan yang baru
dibuat ?

a.

ada, jika ada sebutkan :
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b. tidak ada

7. Jika dibandingkan dengan peraturan yang lama, apakah ada aturan yang dihapus?
a. ada, jika ada sebutkan :
b. tidak ada

8. Peraturan apa lagi yang masih kurang dalam pengelolaan perikanan di wilayah ini?
Sebutkan .......cccceviiiiiiiee e

A.2.2. Efektivitas Penegakan Aturan

1. Bagaimana penegakan aturan/hukum terhadap pelanggaran yang terjadi?
a. Tidak ada penegakan aturan
b. Ada penegakan aturan namun tidak efektif;
c. Ada penegakan aturan main dan efektif

2. Bagaimana keberadaan aparat dalam menjalankan penegakan aturan/hukum
terhadap pelanggaran yang terjadi?
a. Tidak ada aparat;
b. Ada aparat tetapi tidak cukup;
c. Jumlah aparat cukup.

3. Jenis alat/sarana (seperti speed boat) menjalankan penegakan aturan/hukum
terhadap pelanggaran yang terjadi?
a. Speedboat/kapal: CUKUP - TIDAK CUKUP
b. Biaya operasional: CUKUP - TIDAK CUKUP
c. Lainnya:..............cccceeeeee....t. CUKUP - TIDAK CUKUP

4. Setelah dilakukan tindakan berupa teguran atau hukuman, apakah pelanggaran
yang sama masih terjadi oleh pelaku yang sama?
a. Ya masih terjadi untuk kasus pengiriman kepiting, karena tidak mau bayar pajak
dan berpatokan pada regulasi di daerah lain
b. Tidak lagi, karena ..........ccccceeeeiie

A.3. Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Lembaga apa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal-
hal berikut terkait dengan pengelolaan perikanan di wilayah anda ?
a. Perijinan usaha penangkapan

1) Dinas Perikanan Banggai Laut
2) Dinas Perhubungan Banggai Laut
3) DPMPTSP (Perdagangan) Banggai Laut
4) KKPRI
b. Operasionalisasi penangkapan (armada dan alat tangkap)
1) DKP Provinsi Sulawesi Tengah
2) KKPRI
3) PSDKP KKP RI Satker Banggai Laut
c. Konservasi dan pemulihan



2.
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1) KKP3K Banggai Dalaka

2) BPSPL Makassar

3) BKIPM Satker Banggai Laut

4) PSDKP KKP RI Satker Banggai Laut

Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan yang diambil dalam pengelolaan
perikanan di instansi/wilayah anda yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut :
(Gambarkan dengan bagan)

NO | Mekanisme pengambilan keputusan Efektivitas (Efektif/tidak)
1 Perijinan usaha penangkapan Alasan
2. Operasionalisasi (armada dan alat Alasan
tangkap) e ————————
3 Konservasi dan pemulihan Alasan

3. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan di wilayah Anda ?

a. Ya b. Tidak.

4. Jika “Ya”, apakah memiliki kewenangan untuk menentukan/membuat keputusan?
a. Ya b. Tidak.

5. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan ?

A.4. Rencana Pengelolaan Perikanan

1.

5.

Apakah anda (instansi) punya rencana pengelolaan perikanan (RPP) mengenai
pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem ? lya,RPZ SAP Aru dan RPP
WPP NRI 718, catatan: perlu adanya sosialisasi

Apakah RPP tersebut dijalankan ?
a.Ya b. Tidak

Jika “ya”, bagaimana pelaksanaannya ?
a. Belum sepenuhnya dijalankan

b. Sudah dijalankan sepenuhnya

Apakah ada hambatan/permasalahan dalam pelaksanaannya ?

Jika “tidak”, kenapa tidak membuat RPP, apakah ada hambatan ? Jelaskan:

A.5. Tingkat Sinergitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Perikanan

1. Apakah dalam mengeluarkan perijinan mengadakan koordinasi dengan lembaga

lain ?
a.ya b. tidak

2. Jika “ya”, lembaga apa saja yang terlibat dalam proses perijinan tersebut ?




10.

11.

A.6.
1.

2.
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Apakah ada dukungan dari lembaga luar dalam penegakan aturan yang dikeluarkan
oleh dinas kelautan dan perikanan ?

a.ya b. tidak
Apakah ada aktivitas penegakan aturan yang merupakan aturan lembaga lain yang
mendukung kegiatan operasional penangkapan ?

a.ya b. Tidak

Jika “ya”, lembaga mana yang melakukan ?
Mis : PSDKP, Lanal, Pol Air, dan DKP Provinsi Cabang Dinas terkait patroli bersama

Apakah ada kegiatan konservasi dan pemulihan di daerah ini ?
a.ya b. tidak

Jika “ya”, lembaga mana yang melakukan ?

Apakah ada konflik antar lembaga dalam pengelolaan kawasan konservasi ?
a.ya b. tidak

Jika “ya”, lembaga mana saja yang tidak bersinergi/konflik dalam pengelolaan
kawasan konservasi ?

Sebutkan kebijakan yang anda keluarkan terkait dengan perijinan, operasional
penangkapan, konservasi dan pemulihan dalam pengelolaan perikanan ? Lembaga
mana saja yang mengeluarkan? dan bagaimana sifat dari kebijakan tersebut ?
(tuliskan jawaban dalam kolom yang disediakan)

No Kebijakan Lembaga yang Sifat
mengeluarkan kebijakan
A| B C

I Perijinan

1 SITU DPMPTSP \Y

2 SIUP DPMPTSP \Y

Il Operasional

penangkapan

3 e-pas kecil UPT Pelabuhan V

4 TDKP (1-5 GT) DKP Provinsi \Y

5 e-log book P3 - Dobo \%

Ket: A = Kebijakan perijinan saling mendukung
B = Kebijakan perijinan tidak saling mendukung
C = Kebijakan perijinan saling bertentangan

Kapasitas Pemangku Kepentingan

Berapa kali anda mendapatkan penyuluhan perikanan tangkap?
a. <2 Kkali per bulan

b. 2 -4 kali per bulan

c. 5-10 kali per bulan

d. > 10 kali per bulan

Apakah penyuluhan yang dilakukan bermanfaat bagi usaha perikanan anda?
a. Sangat bermanfaat
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b. Kurang beranfaat
c. tidak bermanfaat

Apakah anda pernah mengikuti pelatihan perikanan tangkap?:
a.Ya b. Tidak

Jika Ya, dalam 2-3 tahun terakhir berapa kali anda mengikuti pelatihan?
a. satu kali b. 2-4kali c. lebih dari 4 kali

Menurut anda apakah pelatihan yang anda ikuti bermanfaat bagi usaha
perikanan tangkap anda?

a. Sangat bermanfaat

b. Kurang beranfaat

c. tidak bermanfaat

Apakah pernah mengikuti kegiatan pelatihan terkait pengelolaan perikanan ?
a.ya b. Tidak

Program pengembangan kapasitas apa saja yang pernah diikuti untuk meningkatkan
kemampuan dalam EAFM ? Sebutkan waktu kapan (bulan apa atau tahun berapa)
a. Pelatihan: ........ccccoiiiiinnn. WaKtU: .o,

b. Workshop: .......cccccoviiiirinnnnn. WaKtU: ...,
c. Seminar:

d. StudiBanding: .........ccccceeneee WaKEU: ..o,
e. Tugas Belajar: ........... Waktu:. .o

f.  Program lain: ... WaKtU ..o

Apakah pelatihan yang ada sesuai/cocok atau tidak dengan profesi ?
a.ya b. tidak

Bagaimana tingkat kapasitas stakeholder perikanan yang ada dalam pelaksanaan
pengelolaan perikanan ?

1) Aparat instansi teknis 2) Petugas keamanan
a. Sangat Paham a. Sangat Paham
b. Sedang b. Sedang
c. Kurang c. Kurang
d. Sangat Kurang d. Sangat Kurang
3) Aparat instansi lain 4) Akademisi/Peneliti
a. Sangat Paham a. Sangat Paham
b. Sedang b. Sedang
c. Kurang c. Kurang
d. Sangat Kurang d. Sangat Kurang
5) Industri/Pengusaha 6) Nelayan/masyarakat
a. Sangat Paham a. Sangat paham
b. Sedang b. Sedang
c. Kurang c. Kurang

d. Sangat Kurang d. Sangat kurang



Lampiran 2. Matriks penilaian Indikator EAFM
1. Domain Sumber Daya lkan (SDI)
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1. CpUE Baku 1 = menurun tajam (rerata turun > 25% per tahun) 40 1.2
2 = menurun sedikit (rerata turun < 25% per tahun)
3 = stabil atau meningkat
2. Tren ukuran 1 = trend ukuran rata-rata ikan yang ditangkap semakin kecil; 20 0.2
bobot ikan 2 = trend ukuran relatif tetap;
3 = trend ukuran semakin besar
3. Proporsi ikan 1 = banyak sekali (> 60%) 15 0.3
yuwana (juvenile) | 2 = banyak (30 - 60%)
yang ditangkap 3 = sedikit (<30%)
4. Komposisi 1 = proporsi target lebih sedikit (< 15% dari total volume) 10 0.2
spesies hasil 2 = proporsi target sama dgn non-target (16-30% dari total volume)
tangkapan 3 = proporsi target lebih banyak (> 31 % dari total volume)
5. Range Colapse 1 = fishing ground menjadi sangat jauh, tergantung spesies target 10 0.1
2= fishing ground jauh, tergantung spesies target
3= fishing ground relatif tetap jaraknya, tergantung spesies target
6. Spesies ETP 1= terdapat individu ETP yang tertangkap tetapi tidak dilepas; 5 0.1
2 = tertangkap tetapi dilepas
3 =tidak ada individu ETP yang tertangkap

2. Domain Habitat dan Ekosistem

1. Kualitas Perairan

1= > Melebihi baku mutu sesuai KepMen LH 51/2004;

2= Sama dengan baku mutu sesuai KepMen LH 51/2004;

3= Dibawah baku mutu sesuai KepMen LH 51/2004

25

0.75

2. Status Ekosistem
Terumbu Karang

1=tutupan rendah, <25%;

2=tutupan sedang, = 25 - < 50%;

35

0.7
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3=tutupan tinggi, = 50%

3. Status ekosistem
lamun

1=tutupan rendah, <30%;

2=tutupan sedang, = 30 - < 60%);

3=tutupan tinggi, = 60%

4. habitat unik

1=tidak diketahui adanya habitat unik/khusus;

2=diketahui adanya habitat unik/khusus tapi tidak dikelola
dengan baik;

3 = diketahui adanya habitat unik/khusus dan dikelola dengan
baik

5. Perubahan iklim
terhadap kondisi
perairan dan
habitat

1= belum adanya kajian tentang dampak perubahan iklim;

2= diketahui adanya dampak perubahan iklim tapi tidak diikuti
dengan strategi adaptasi dan mitigasi;

3 = diketahui adanya dampak perubahan iklim dan diikuti
dengan strategi adaptasi dan mitigasi

3. Domain Teknik Penangkapan

20 0.6
10 0.2
10 0.3

bersifat destruktif

1. Penangkapan ikan yang 1=frekuensi pelanggaran > 10 kasus per tahun ;

2 = frekuensi pelanggaran 5-10 kasus per tahun ;

3 = frekuensi pelanggaran <5 kasus per tahun

Capacity and Effort)

2. Kapasitas Perikanan dan 1 = Rasio kapasitas penangkapan < 1;

Upaya Penangkapan (Fishing | 2 = Rasio kapasitas penangkapan = 1;

3 = Rasio kapasitas penangkapan > 1

3. Selektivitas penangkapan 1 =rendah (> 75%) ;

2 = sedang (50-75%) ;

3 =tinggi (kurang dari 50%)

1 = Kepemilikan sertifikat <50%;

2 = Kepemilikan sertifikat 50-75%;

35 0.7

25 0.75
25 0.75
15 0.15
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nelayan (Pas Kecil) dn TDKP
Nelayan

4. Kepemilikan dokumen 3 = Kepemilikan sertifikat >75%

4. Domain Sosial

. Partisipasi pemangku kepentingan

1 =<50%;
2 =50-100%;
3=100%

2. Konflik perikanan

1 = lebih dari 5 kali/tahun;

2 = 2-5 kali/tahun;

3 = kurang dari 2 kali/tahun

3. Kelompok Masyarakat

1 =tidak ada;

2 = ada tapi tidak efektif;

3 = ada dan efektif digunakan

4. Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam

1 =tidak ada;

pengelolaan sumberdaya ikan (termasuk di 2 = ada tapi tidak efektif;

dalamnya TEK, traditional ecological knowledge) 3 = ada dan efektif digunakan

30 0.60
20 0.60
15 0.45

5. Domain Ekonomi

. Kepemilikan Aset

1 = nilai aset berkurang (lebih dari 50%);

2 = nilai aset tetap (kurang dari 50%);

3 = nilai aset bertambah (di atas 50%)

2. Pendapatan rumah tangga

1= kurang dari rata-rata UMR,

perikanan (RTP)

2= sama dengan rata-rata UMR,

3 = > rata-rata UMR

30

0.30

3. Rasio Tabungan (Saving ratio)

1 = kurang dari bunga kredit pinjaman;

2 = sama dengan bunga kredit pinjaman;

3 = lebih dari bunga kredit pinjaman

25

0.50




Domain Kelembagaan
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kepentingan

2 = ada tapi tidak difungsikan (keahlian yang didapat tidak
sesuai dengan fungsi pekerjaannya)

3 = ada dan difungsikan (keahlian yang didapat sesuai
dengan fungsi pekerjaannya)

INDIKATOR KRITERIA DATA ISIAN SKOR B%%)T NHI‘A
. Kepatuhan terhadap Formal 25 0.25
prinsip-prinsip perikanan 1= lebih dari 5 kali terjadi pelanggaran hukum dalam
yang bertanggung jawab pengelolaan perikanan;
dalam pengelolaan 2 = 2-4 kali terjadi pelanggaran hukum;
perikanan yang telah 3 = kurang dari 2 kali pelanggaran hukum
ditetapkan baik secara Non formal
formal maupun non-formal 1= lebih dari 5 informasi pelanggaran,
2= lebih dari 3 informasi pelanggaran,
3=tidak ada informasi pelanggaran
. Kelengkapan aturan main 1 =tidak ada regulasi hingga tersedianya regulasi 20 0.47
dalam pengelolaan pengelolaan perikanan yang mencakup dua domain;
perikanan 2 = tersedianya regulasi yang mencakup pengaturan
perikanan untuk 3 - 5 domain;
3 =tersedia regulasi lengkap untuk mendukung
pengelolaan perikanan dari 6 domain
1=tidak ada penegakan aturan main;
2=ada penegakan aturan main namun tidak efektif;
3=ada penegakan aturan main dan efektif
1=tidak ada alat dan orang; 2
2=ada alat dan orang tapi tidak efektif tindakan;
3= ada alat dan orang serta efektif tindakannya
. Mekanisme pengambilan 1=tidak ada mekanisme pengambilan keputusan; 2 20 0.40
keputusan 2=ada mekanisme tapi tidak berjalan efektif;
3=ada mekanisme dan berjalan efektif
. Rencana pengelolaan 1=belum ada RPP; 15 0.15
perikanan 2=ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan;
3=ada RPP dan telah dijalankan sepenuhnya
. Tingkat sinergisitas 1= terdapat kebijakan yang saling bertentangan; 10 0.30
kebijakan dan kelembagaan | 2 = kebijakan tidak saling mendukung;
pengelolaan perikanan 3 = kebijakan saling mendukung
. Kapasitas pemangku 1=tidak ada peningkatan; 10 0.20
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Lampiran 3. Proyeksi Rencana perbaikan pengelolaan perikanan Kerapu di Banggai Laut Jangka Panjang (15 Tahun)

Nilai Rencana Perbaikan (tahun)
Indikator Tahun Jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang

0 1 [ 2 3] 4] 5 6 [ 7] 8] 9] 10 1 | 12 13 14 | 15

Domain Sumberdaya Ikan

1. CpUE Baku

2. Tren ukuran ikan 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24

3. Proporsi ikan yuwana yang ditangkap 20 | 22 | 24

4. Komposisi spesies hasil tangkapan 20 | 22 | 24

5. "Range Collapse" sumberdaya ikan 1.7 | 18 | 1.9 | 20 | 22 | 24

5. Spesies ETP 1.7 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24

Domain Habitat dan Ekosistem

1. Kualitas perairan

4. Status Ekosistem Terumbu Karang 20 | 22 | 2.4

2. Status Ekosistem Lamun

5. Habitat Unik 2.0 | 22 | 24

6. Perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat

Domain Teknik Penangkapan lkan

1. Penangkapan ikan yang bersifat destruktif 20 | 22 | 24
3. Kapasitas Perikanan dan Upaya Penangkapan

4. Selektivitas penangkapan

6. Kepemilikan Dokumen Nelayan 1.7 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24
Domain Sosial

1. Partisipasi pemangku kepentingan 20 | 22 | 24

2. Konflik perikanan 20 | 22 | 24

3. Kelompok Perikanan
3. Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan
Domain Ekonomi

1. Kepemilikan Aset 20 | 22 | 24

2. Pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) 17 | 18 | 1.9 | 20 | 22 | 24
3. Rasio Tabungan (Saving ratio) 20 | 22 | 24

Domain Kelembagaan

1. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24
2. Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan 23 | 24

3. Mekanisme pengambilan keputusan 20 | 22 | 24

4. Rencana pengelolaan perikanan 1.7 | 18 | 1.9 | 20 | 22 | 24

5. Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan
6. Kapasitas pemangku kepentingan 20 | 22 | 24
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Lampiran 4 Contoh Dokumen Pas Kecil Nelayan

REPUBLIK INDONESIA

PAS KECIL

Nomor : AL.520/ 04 /4 /UPP.BGI-2022

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3
Keputusan Menteri Perhubungan No.46 Tahun 1996

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS

1| BANGGAI
Menyatakan bahwa : KAPAL PENGANGKUT IKAN BEKU
TONASE | TONASE TAHUN
NAMA KAPAL T‘:R:Af_“s KOTOR | BERSIH | PEMBANGUNAN
(GT) (NT)
KMN. PUMA SWT.6 NO.377 £ ; 10 JUNI 2022
UKURAN BAHAN UTAMA
PENGGERAK xtsole MEREK DAN DAYA b
MESIN 9,35 x 1,05 x 0,52 MATARI 17 PK KAYU

Dipergunakan sebagai

. KAPAL BARANG

. Sdr. BUYUNG ALING
DUSUN 5, DESA MONGSONGAN, KEC. BANGGAI TENGAH,
KAB, BANGGAI LAUT, PROV. SULAWESIH TENGAH

Nama dan alamat pemilik

telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal di : KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
KELAS Il BANGGAI

dengan Nomor : 377 dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera
Republik Indonesia.

Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya
memperlakukan Nakhoda Kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang
Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain.

Berlaku sampai tanggal, 18 SEPTEMBER 2023 -

Diberikan di BANGGAI
Pada tanggal .19 September 2022

An. MENTERI PERHUBUNGAN
ENDERAL PERHUBUNGAN LAYT

Xip. 19701112 199302 1 001

Diterbitkan Dalam Registrasi
Pas Kapaldi : BANGGAI
No.urut 2 377

No halaman 2% |

Buku Registrasi : 1



Lampiran 5. Pendapatan Bersih Nelayan Skala Kecil di Lokasi Sampling

No.

N o gk~ W N P

o]

10

Nama Nelayan

Disman

Riston A. Salam
Ridwan B Jabar
Abdul Halil
Akbar

Buyung Aling
Iksan Hamsir
Adi

Hartawi

Finok

Musim Teduh
Rp2,500,000
Rp2,600,000
Rp2,300,000
Rp2,750,000
Rp2,400,000
Rp3,500,000
Rp2,000,000
Rp1,900,000
Rp3,200,000
Rp2,250,000

Pendapatan Bersih
Musim
sedang

Rp2,000,000
Rp1,800,000
Rp1,700,000
Rp2,200,000
Rp2,000,000
Rp3,000,000
Rp1,500,000
Rp1,500,000
Rp2,550,000
Rp1,750,000

Musim
Gelombang

Rp700,000
Rp600,000
Rp900,000

Rp1,200,000

Rp1,000,000

Rp1,800,000
Rp800,000
Rp900,000

Rp2,100,000
Rp700,000

Rata-rata

Rp1,733,333.33
Rp1,666,666.67
Rp1,633,333.33
Rp2,050,000.00
Rp1,800,000.00
Rp2,766,666.67
Rp1,433,333.33
Rp1,433,333.33
Rp2,616,666.67
Rp1,566,666.67
Rp1,870,000.00
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Kategori

di bawah UMK
di bawah UMK
di bawah UMK
di bawah UMK
di bawah UMK
di atas UMK

di bawah UMK
di bawah UMK
di atas UMK

di bawah UMK
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Lampiran 6. Standar Operasional Prosedur (Sop) Sanksi Administrasi : Denda
Administratif di DKP Prov Sulawesi Tengah

WAKTU
NO TAHAPAN PENYELESAIAN KETERANGAN
1 Memberi laporan kejadian Saat kejadian Dibuat oleh tim operasi
pengawasan SDKP
Membuat Surat Tugas Tim
Bersamaan Dengan
2 Penangan Pelanggaran Lanoran Keiadian
Administrasi KP p )
Membuat_Surat Perintah Bersamaan Dengan Khusus Untuk Kapal
3 Penghentian Sementara .
: . Surat Tugas Perikanan
Operasional Kegiatan
Melakukan Pemeriksaan Bersamaan Dengan
Pelaku Pelanggaran Surat Perintah
- Membuat Undangan Penghentian Sementara
4 Pemeriksaan Pelaku Operasional Maksimal 1
Pelanggaran Hari Setelah Undangan
- Membuat BA Pemeriksaan | Pemeriksaan Pelaku
Pelaku Pelanggaran Pelanggaran
Melakukan Ekspose Kasus
Pelanggaran
Bersamaan Dengan
5 II\E/Ikebuat Undangan BAP Pelaku Maksimal 1
Sposeé Hari Setelah Undangan
- Membuat BA Ekspose Ekspose
Kasus Pelanggaran
6 Membuat Resume Bersamaan Dengan BA
Ekspose
Membuat Surat Rekomendasi
7 Teknis Pengenaan Sanksi Bersamaan Dengan
Administrasi Berupa Denda Resume
Administratif ke Kadis
Memuat Klausul untuk
Kadis Mengeluarkan Surat . . Dapat Melanjutkan
Sanksi Administrasi Berupa Maksimal 1 Harl Setelah Operasional Apabila Telah
8 SO Rekomendasi .
Denda Adminsitrasif Kepada Teknis Menyelesaikan Denda
Pelaku Usaha Administrasif (Khusus
Kapal Perikanan)
Pelaku Usaha Menyelesaikan | Waktu Sesuai
Rekomendasi Yang Harus Rekomendasi Dalam
9 Dipenuhi Dalam Surat Sanksi | Surat Sanksi
Administrasi Berupa Denda Administrasi Berupa
Adminsitrasif Denda Adminsitrasif
Maksimal 5 Hari Setelah
Membuat Laporan
Pelaku Usaha
10 | Penanganan Pelanggaran .
. X Menyelesaikan Denda
Adminstrasi ) .
Adminstratif




Lampiran 7. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Banggai Laut tentang Pengaturan
waktu penangkapan ikan di Banggai Laut

Nomor
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
KECAMATAN BANGGAI TENGAH
JL. KUSALI NO. TEP.

Adean, 12 April 2023

: 138/ 7 /Kec.Banteng/2023 Kepada Yth,
i Kepala Desa Se-Kec. Banggai Tengah
: Surat Pengaturan Waktu Awal dan Masing — masing
Akhir Penangkapan Ikan Di, -
Tempat

Menindak lanjuti Surat dari Bupati Banggai Laut Nomor
009/313/BUPATI/2023 Tanggal 31 Maret 2023 tentang Pengaturan waktu Awal
dan Akhir Penangkapan Ikan. Maka dari itu disampaikan kepada Saudara agar
dapat Mensosialisasikan kepada Masyarakat dengan :

1. Dasar:

1. Undang -undang Nomor 31 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya
ikan;

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor S8/PERMEN-KP/2020
tentang Usaha Perikan Tangkap;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Penempatan Alat pénangkapan ikan dan Alat bantu penangkapan ikan di
Wilayah pengelolaan perikanan Negara dan Laut lepas serta penataan Andon
penangkapan ikan;

5. Keputusan Rapat Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bai\ggai Laut,
pelaku usaha / pemilik kapal dan Instansi terkait lainnya pada hari selasa
tanggal 10 Januari 2023.

1L. Berdasarkan ketentuan diatas, disampaikan kepada pelaku usaha perikanan tangkap
yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Banggai
Laut yang termasuk dalam Wilayah pengelolaan Perikanan Negara (WPP-NRI)
714 sebagai berikut:
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian

Gambar 3. Proses wawancara dengan instansi terkait
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